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   BAB III 
                     PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
            1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam 
tindak pidana korupsi saat ini  belum dapat meringankan saksi pelaku yang 
bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi 
pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) SEMA Nomor 4 tahun 
2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi 
Whistleblower dan Justice collaborator namun tetap dihukum bila menjadi 
bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku intern 
dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk 
memutus perkara Whistleblower dan Justice collaborator yang terlibat 
dalam kasus. 
            2. Hambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 4 Tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi adalah mengenai Surat 
Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut 
merupakan Surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. SEMA ini juga bukan 
merupakan payung hukum bagi Justice collaborator sehingga seorang 
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Justice collaborator ini tidak punya kepastian hukum dan  tidak punya 
kepastian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Surat Edararan 
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan bagi saksi 
pelapor (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice 
collaborator) dalam tindak pidana tertentu hanya merupakan pedoman saja 
bagi aparat penegak hukum khususnya bagi para  hakim dalam menangani 
kasus tindak pidana yang berkaitan dengan Justice collaborator dalam 
pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara  bagi Justice 
collaborator atas inisiatifnya yang sudah mau bekerjasamam dengan aparat 
penegak hukum untuk membongkar jejaring  pelaku tindak pidana 
tersebut yang lainnya. 
  B. Saran 
                 1. Kepada Pemerintah dan DPR agar segera membuat suatu kebijakan 
hukum  pidana dalam bentuk Undang-Undang atau melakukan revisi 
terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-
Undang tentang perlindungan saksi yang memberikan pengaturan yang 
memadai terhadap Justice collaborator dalam  peradilan pidana dengan 
melakukan peninjaun kembali tentang hakikat Justice 
 collaborator guna menghasilkan suatu peraturan Perundang-Undangan 
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yang baik sehingga dapat memberikan dayaguna yang maksimal 
terhadap upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 
                 2. Kepada aparat hukum yang menagani perkara tindak pidana korupsi, 
kiranya  dapat memperhatikan keberadaan Justice collaborator serta 
dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan 
Justice collaborator dalam  peradilan pidana dapat memberikan 
peran yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku 
utama lainnya dalam jaringan tindak pidana  terorganisasi. 
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